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Kami menulis surat ini untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan anda demi 
menciptakan kondisi-kondisi yang memenuhi prinsip produksi kertas dan bubur 
kertas yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kami menyerukan 
agar perusahaan anda berupaya membantu Indonesia untuk memenuhi komitmen 
negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah reformasi yang 
sangat diperlukan ini juga akan membantu menghilangkan kontroversi yang 
mungkin muncul berkaitan dengan rantai supply dan investasi anda.  
 
Terdapat permasalahan sosial, lingkungan dan legal sedang terjadi saat ini 
sekaitan dengan produksi kertas dan bubur kertas di Indonesia. Industry 
kertas dan bubur kertas masih tergantung pada membuka dan melakukan konversi 
lahan hutan hujan tropis yang luas di Sumatra and Kalimantan, sebagian besar 
diantaranya berada di atas lahan gambut. Industri ini melanjutkan rencananya 
untuk melakukan ekspansi di daerah-daerah ini dan kini kegiatan tersebut 
meluas ke propinsi-propinsi Indonesia di pulau New Guinea. Industri ini juga 
berkaitan dengan industri kelapa sawit melalui pembelian serat atau fiber 
dari pembukaan lahan hutan alamiah untuk pembangunan perkebunan kelapa 
sawit. Dampak hilangnya hutan alam ini menghancurkan ekosistem dan spesies, 
masyarakat setempat dan berdampak drastis pada iklim.  
 
Akibat konversi hutan alami terutama yang berada pada lahan gambut, 
Indonesia kini merupakan penghasil emisi CO2 terbesar ketiga setelah Cina 
dan AS. Laporan pemerintah Indonesia memberikan estimasi bahwa 80 persen 
dari emisi Indonesia diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan dan 
akibat pengeringan melalui drainase, pembakaran dan emisi yang terus-menerus 
dari lahan gambut.[i] Rencana ekspansi Pemerintah dan industri untuk sektor 
bubur kertas meliputi konversi hutan secara besar-besaran dan pengeringan 
lahan gambut melalui drainase untuk membangun perkebunan industri pulpwood 
tambahan - perluasan sekitar sembilan juta hektar sedang direncanakan selain 
4 juta hektar yang telah dialokasikan.[ii]  
 
Kawasan hutan alami Indonesia merupakan tempat tinggal bagi puluhan juta 
masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. 
Ekosistem yang unik ini juga menjadi habitat bagi orangutan, harimau, gajah 
dan spesies yang terancam punah lainnya. Permintaan internasional untuk pulp 
and paper dan minyak sawit mendorong lajunya rencana ekspansi ini dan 
mengancam ekosistem dan iklim. Tanpa adanya perubahan yang besar dalam 
kebijakan dan praktek produsen dan konsumen maka dampak terhadap iklim akan 
semakin memburuk dan berbagai kebudayaan adat dan spesies akan lenyap. Pada 
awal tahun ini, misalnya, PT Lestari Asri Jaya, mitra usaha gabungan dari 
Asia Pulp and Paper (APP)/Sinar Mas Group (SMG), memperoleh ijin untuk 



membuka dan melakukan konversi 61,495 hektar habitat alam yang sangat 
penting untuk reintroduksi orangutan, harimau dan gajah Sumatera di 
bentangan Bukit Tiga Puluh di propinsi Jambi, Sumatra.[iii]  
 
Konversi hutan oleh industri pulp and paper menyebabkan permasalahan dan 
konflik sosial yang meluas. Hak untuk membuka dan mengkonversi kawasan hutan 
dialokasikan oleh pemerintah pusat dan dikembangkan oleh perusahaan 
perkebunan tanpa menghiraukan hak dan hak guna (tenure) masyarakat adat. Hal 
ini telah bermuara pada munculnya beragam konflik sosial dan kontroversi, 
dimana beberapa kasus berakhir dengan konflik berkekerasan dan kematian. 
Jumlah dan jangkauan dari konflik ini sedang meningkat. Di propinsi Riau 
saja, dilaporkan bahwa konflik yang berkaitan dengan konversi hutan yang 
dilaporkan dalam media antara tahun 2007 dan 2008 naik hampir tiga kali 
lipat.[iv] 
 
Pada bulan Desember 2008, masyarakat Suluk Bonkal di Propinsi Riau, Sumatra, 
yang telah terlibat dalam sengketa tanah dengan anak perusahaan Asia Pulp 
dan Paper/Sinar Mas Group, P.T. Arara Abadi, diusir secara paksa dari rumah 
mereka dan rumah mereka kemudian dibakar.[v] Dalam kasus lain pada bulan Mei 
2009, tiga warga masyarakat meninggal setelah demonstrasi yang dikaitkan 
dengan sengketa lahan yang tengah terjadi antara masyarakat Bangun Purba 
yang bertinggal di Propinsi Riau dan P.T. Sumatra Silva Lestari, pemasok 
APRIL/Raja Garuda Mas Group (RGM).[vi] Pada bulan Juni 2009, masyarakat 
Tuluk Meranti di Semenanjung Kampar di Riau menolak rencana APRIL/RGM untuk 
membuka dan melakukan konversi pada hutan alam yang terletak di lahan 
warisan (ancestral lands) mereka.[vii] Lalu, pada bulan Juli 2009, delapan 
orang ditahan dan dipenjarakan karena melakukan protes terhadap konsensi hak 
penebangan hutan (logging license) PT Toba Lestari Pulp dan konversi lahan 
hutan alam yang dimiliki oleh masyarakat yang sedang berjalan. Meskipun 
terdapat seruan untuk resolusi atas situasi ini, PT Toba Lestari Pulp, 
afiliasi dari APRIL/RGM, konflik dengan masyarakat setempat terus 
terjadi.[viii]  
 
Juga terdapat bukti yang melimpah tentang ketergantungan Industri Pulp and 
Paper Indonesia pada serat kayu alam (natural wood fiber) untuk pabrik bubur 
kertasnya. Baik pabrik APP/SMG maupun APRIL/RGM masih bergantung pada serat 
Kayu Keras Tropis Campuran atau Mixed Tropical Hardwood - atau hutan hujan 
alami - untuk keberlanjutan operasionalnya meskipun mereka telah berjanji 
pada pemerintah bahwa mereka menggunakan serat dari perkebunannya sendiri 
pada akhir tahun 2009.[ix] Hal ini melemahkan pernyataan industri yang 
mengklaim keberlanjutan. Selain itu, banyak di antara perkebunan ini 
terletak di atas lahan gambut dan terus melepas CO2 dalam jumlah yang 
teramat banyak ke dalam atmosfir.  
 
Terdapat pula pertanyaan tentang keabsahan hukum dari sebagian besar serat 
ini. Pada bulan Desember 2008, di propinsi Riau, Bupati Palalawan dijatuhi 



hukuman penjara selama 11 tahun karena mengalokasikan ijin konversi hutan 
secara ilegal.[x] Baik sumber APP/SMG maupun APRIL/RGM berada dalam kawasan 
yang telah diberikan secara ilegal. Departemen Kehutanan dan World Bank 
mengestimasikan bahwa lebih dari 50 persen dari penebangan di Indonesia 
merupakan pembalakan liar.Pada tahun 2006 saja, diestimasikan bahwa 
akibatnya, Pemerintah Indonesia rugi sebesar 2 milyar dolar setara dengan 
pengeluaran pemerintah untuk seluruh sistem kesehatan Indonesia.[xi] 
Sebagian besar dari kayu ini digunakan dalam sektor pengolahan kayu 
industrial termasuk pabrik pulp raksasa, yang tetap berencana untuk 
melakukan ekspansi meskipun terdapat berbagai permasalahan tersebut.[xii]  
 
Banyak diantara permasalahan tersebut yang diakui oleh Pemerintah dan pihak 
lainnya. Pada bulan September 2008, Departemen Kehutanan, Lingkungan Hidup, 
Pekerjaan Umum dan Dalam Negeri, serta para gubernur dari kesepuluh propinsi 
Sumatra mengumumkan komitmen gabungannya untuk melindungi sisa hutan yang 
kritis dan habitat satwa liar dan nilai konservasi tinggi lainnya di seluruh 
pulau Sumatra.[xiii] Pada bulan September 2009 di pertemuan G 20 di 
Pittsburg dan akhir Januari 2010, Presiden Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
Indonesia sebesar 26% secara unilateral yang dihitung dari proyeksi apabila 
bisnis berjalan seperti biasanya (Business As Usual) hingga tahun 2020 dan 
sebesar 41% dengan dukungan masyarakat internasional, dengan menyatakan 
bahwa perubahan dalam penggunaan hutan dan lahan merupakan bidang kunci 
dalam mencapai target-target pengurangan emisi karbon ini.[xiv] Pada bulan 
Januari tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
menerbitkan laporan mengenai lahan gambut Indonesia yang hanya melepaskan 
lebih dari separuh emisi GRK dari total produksi GRK Indonesia dan hanya 
menyumbang kurang dari 1% GDP. Laporan ini menyarankan bahwa mengenhentikan 
konversi hutan gambut dan pengeringan (drainage) gambut adalah strategi yang 
paling efektif dari pembiayaannya untuk mencapai target-target pengurangan 
karbon di Indonesia.  
 
Kami mendukung seruan untuk perlindungan hutan dan pengurangan emisi. 
Melindungi sisa hutan alami dan lahan gambut Indonesia, dan mendukung hak 
dan sumber penghidupan masyarakat adalah landasan mendasar untuk mencapai 
tujuan tersebut. Bahkan, kami percaya bahwa komitmen ini memberikan peluang 
untuk mengarahkan kembali jalur pembangunan Indonesia agar meninggalkan tata 
cara melakukan bisnis seperti biasanya - dengan beragam dampak negatif yang 
dihasilkannya dan menuju alur tapak pembangunan yang "rendah karbon" dan 
adil dalam menghormati hak masyarakat.  
 
Kami menghimbau agar perusahaan Anda membantu merealisasikan transisi ini 
dengan mengurangi permintaan dan investasi pada sektor ini yang membantu 
meneruskan praktek bisnis seperti biasanya. Kami meminta anda mengurangi 
konsumsi dan jejak kaki lingkungan hidup perusahaan Anda, dengan menetapkan 
tata cara pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam pengadaan Anda dan 



dengan membantu mewujudkan perubahan yang sangat penting pada kebijakan dan 
praktek Industri Pulp and Paper Indonesia serta mendukung reformasi 
kebijakan pemerintah yang terkait. Untuk mencapai hal ini maka kami serukan 
kepada Anda agar menetapkan persyaratan bagi mitra perusahaan pulp and paper 
dan mitra rantai pemasokan yang terlibat dalam bisnis Anda untuk melakukan 
dan secara independen melakukan verifikasi:  
 
1. Penghentian penebangan, pembukaan dan konversi lebih lanjut dari 
hutan alami pada seluruh operasional di Indonesia dan menghentikan semua 
pengadaan serat kayu keras tropis campuran hingga kawasan Nilai Konservasi 
Tinggi dan Nilai Karbon Tinggi telah diidentifikasikan dan dilindungi, dan 
kawasan yang layak untuk produksi serta telah disepakati oleh pihak 
pemerintah, industri, kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat dan 
masyarakat (yang bergantung pada) hutan yang terdampak.  
 
2. Rencana yang terikat jadwal waktu untuk pemulihan lahan gambut yang 
terdampak oleh jalan, kanal, penebangan, transportasi kayu dan perkebunan 
disepakati oleh pihak pemerintah, industri, masyarakat sipil dan masyarakat 
terdampak dan diimplementasikan.  
 
3. Dilaksanakannya kesepakatan hasil perundingan dengan masyarakat 
adat yang terdampak oleh operasional bubur kertas yang direncanakan dan yang 
telah ada berdasarkan hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak 
memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (free, prior 
and informed consent) mereka pada pengembangan/pembangunan yang akan 
berdampak pada kawasan adat/ulayat mereka. Penyelesaian dan kompensasi yang 
adil hasil negosiasi untuk lahan dengan masyarakat non-adat. Pengamanan 
untuk hak pekerja perkebunan pulpwood dan pabrik pulp and paper termasuk 
misalnya: upah yang layak, kondisi kerja yang sehat, pelatihan dan asuransi. 
 
4. Suatu komitmen bahwa kapasitas pulp and paper baik yang baru atau 
hasil ekspansi akan seutuhnya bebas merkuri dan khlor/kaporit (chlorine).  
 
5. Penghentian semua kapasitas produksi atau ekspansi pabrik pulp and 
paper tambahan dan audit pada kapasitas produksi serta yang ada untuk 
melakukan verifikasi bahwa tambahan serat hutan alami (MTH) tidak diperlukan 
untuk operasional yang ada atau ekspansi dan konsisten dengan persyaratan di 
atas.  
 
6. Dikontraknya pihak ketiga yang independent, yang dapat diterima 
oleh kelompok masyarakat sipil swadaya di Indonesia, untuk melakukan 
monitoring terhadap implementasi dan kepatuhan yang kontinyu pada 
persyaratan di atas dan memberikan laporannya secara rutin pada publik 
tentang hasil temuannya.  
 
Kami memohon kepada Anda untuk menghentikan semua penanaman modal dan 



pembelian dari perusahaan pulp and paper dan mitra mata rantai pasokan 
hingga mereka memberikan komitmen dan mendemonstrasikan tindakannya dalam 
mengimplementasikan persyaratan di atas dalam rencana publik yang terikat 
jadwal waktu.  
 
Selain itu, kami menghimbau perusahaan Anda untuk mendukung langkah-langkah 
Pemerintah Indonesia yang konsisten dengan kondisi tersebut. Secara 
spesifik, masyarakat sipil Indonesia telah menyerukan kepada pemerintah 
Indonesia untuk menarik kembali kembali keputusan-keputusan akhir-akhir ini 
yang mengijinkan konversi hutan alami dan lahan gambut. Kelompok masyarakat 
sipil telah memberikan rekomendasi agar pemerintah mengembangkan kebijakan 
baru untuk mencegah konversi hutan alami dan lahan gambut lebih lanjut dan 
kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya-upaya tersebut. [xv] 
 
Melampirkan persyaratan ini pada pengadaan atau penanaman modal perusahaan 
Anda akan mendukung upaya kita untuk melindungi hak asasi rakyat dan 
kelompok yang termarginalisasi di Indonesia, untuk mempertahankan keragaman 
hayati dan integritas ekologi dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
Indonesia dan untuk meletakkan dasar bagi alur tapak pembangunan yang adil, 
berkesinambungan dan rendah karbon bagi bangsa kita. Hal ini juga akan 
mewujudkan kepastian yang lebih kuat dan mengurangi resiko bagi perusahaan 
Anda dan bisnisnya dengan Indonesia.  
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